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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai 

kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia dan kehadirannya di dalam praktik, maka dapat ditarik 

kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diangkat 

dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

       Pada dasarnya didalam praktik keberadaan kedudukan hukum Saksi 

Mahkota dalam tatanan Sistem Peradilan Pidana dianggap Sah secara 

hukum, penggunaan saksi mahkota ”dibenarkan” didasarkan pada 

prinsip-prinsip tertentu yaitu, dalam perkara delik penyertaan, terdapat 

kekurangan alat bukti dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan 

berkas perkara (splitsing) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP.  

B. Saran 

       Berdasarkan pemaparan mengenai kedudukan hukum saksi mahkota 

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maka terdapat beberapa saran 

yang diharapkan mampu membantu meminimalisir atau bahkan 

menghilangkan permasalahan yang muncul seputar kehadiran saksi 

mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu: 

1. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana 

perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi sebagai 

terdakwa dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi 
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terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) 

untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip fair trial maka 

perlu dicari suatu solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti 

saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik. 

Sebaiknya dalam RUU KUHAP yang akan datang lebih tegas 

diperjelas ketentuan mengenai Saksi Mahkota apabila 

keberadaannya dianggap penting dan berpengaruh besar demi 

kelancaran proses peradilan pidana untuk pemenuhan dan mencapai 

rasa keadilan publik. 
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